KATA PENGANTAR

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tecknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerntah serta dalam rangka pelaksanaan Surat
Keputusan  Kepala Lembaga Administrasi Negara (LLAN)
Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah, bahwa —setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara untuk  mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya.

Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sidoarjo telah menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 yang
merupakan suatu proses yang berorientasi pada Perencanaan Strategis  dengan
memperhitungkan  situasi kondisi, kendala, strategi, upaya dan rencana aksi sebagai
bentuk tindak lanjut strategi pencapaian kinerja. LAKIP mengandung perencanaan
kinerja dan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengukuran
kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan hingga evaluasi capaian kinerjanya dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan
kelemahan, oleh karena itu kritk dan saran dari berbagai pithak sangat kami

perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.
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